BAB 111
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

Pelaksanaan pendaftaran pertama kali untuk konversi tanah hak milik dengan
alat bukti berupagirik yang diperoleh karena pewarisan melalui kegiatan Larasita
tahun 2010-2011 di Kabupaten Boyolali berjalan sesuai dengan Peraturan
Pemerintah No.24 Tahun 1997 juncto Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional No.18 Tahun 2009 melalui prosedur pelayanan yang mudah dan tidak
berbelit-belit, efisien dari segi waktu, dan hemat dari segi biaya. Oleh karenaitu
pelaksanaan pendaftaran pertama kali untuk konversi tanah hak milik dengan alat
bukti berupa girik yang diperoleh karena pewarisan melalui kegiatan Larasita
pada tahun 2010-2011 di Kabupaten Boyolai telah mewujudkan tertib
administrasi pertanahan karena telah menghasilkan 30 bidang tanah yang telah
disertipikatkan dan dicatat di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolai dalam
waktu 4 bulan. Namun dalam pelaksanaannya masih timbul beberapa masalah
seperti peralatan komunikas yang belum sempurna, kurangnya tenaga atau

petugas pelaksana Larasita di lapangan, serta anggaran yang terbatas.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas penulis menyarankan kepada :

Pemerintah Daerah (Pegjabat Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali)

a) Untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pel aksanaan
pendaftaran tanah melalui kegiatan Larasita di Kabupaten Boyolali khususnya
perangkat antena server yang dapat menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten
Boyolali.

b) Meakukan studi banding ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota lain sehingga
dapat menambah informasi dan wawasan mengenai kegiatan Larasita
Diharapkan kegiatan pendaftaran tanah melalui kegiatan Larasita dapat
dilakukan secara berkelanjutan sehingga nantinya tercapai tertib administrasi

pertanahan di wilayah-wilayah yang belum melaksanakan pendaftaran tanah.
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